NOMORO2

2005 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 2 TAHUN 2005
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAIN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

Menimbang :a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Ma jelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali
Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Sukabumi; '

. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi
Nomor 20 Tahun 1992 tentang Kedudukan Protokoler Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Sukabumi perlu segera diadakan penyesuaian; :

. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di

atas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten
Sukabumi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukabumi;



Mengingat

s 1.

10.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten ) dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3363),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tiahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tiahun 2003

- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-UndangNomor 10T ahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggurgjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahup
1990 Nomor 90);
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 2001,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perw:akilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4417);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 1 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2000
tentang Pokok-pokok Pengeiolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI
DAN
BUPATI SUKABUMI



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
- f

Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik In-
donesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Sukabumi
Dewan Perwakalan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukabumi dan telah mengangkat Sumpah/Janji berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat
DPRD Kabupaten Sukabumi.

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang

memimpin Sekretariat DPRID Kabupaten Sukabumi yang diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipt.|
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yang memenuhi persyaratan atas pertimbangan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dan dalam
menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada pimpinan DPRD.

Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada
seseorang untuk mendapatkan Penghormatan, Perlakuan dan Tata
Tempat dalam Acara Resmi atau Pertemuan Resmi.

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau
Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata Penghormatan kepada seseorang sesuai dengan
jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau
Masyarakat.

Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan Tugas
dan Fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintah, Pe jabat Pemerintah Daerah serta Undangan lainya.

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam
Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Tata Tempat adalzah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat
Negara, Pe jabat Pemerintah, Pe jabat Pemenintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Tata Penghormatan adalah atur= - untuk pemberian hormat bagi
Pejabat Negara, Pe jabat Pemenintah, Pe jabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat tertentu datam Acara Kenegaraan atau
Acara Resmi.

Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya
sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

Uang Paket adalah vang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti
Rapat-rapat Dinas.

Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukanya sebagai Ketua,
Wakil ketua, Sekretaris, dan Anggota DPRD.

Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia
Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia
Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.
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Tunjangan Kese jahteraan adalah tunjangan yang disediakan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan
pemeliharaan Keschatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan/Rumah
Dinas atan Uang Sewa Rumah, Kendaraan Dinas,Pakaian Dinas,
Uang Duka/Wafat/Tewas serta bantuan biaya Pengurusan Jenazah
dan Jasa Pengabdian, Telephone, Listrik, Air dan Gas.

Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD atas Jasa Pengabdian setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah yang
disetu jui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi

tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pe jabat Pemer:* - " :erak adalah Pe jabat Daerah Otonom yang
diberi tugas tcrtentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Instanst Vertikal adalah Perang}cat Departemen dan atau Lembaga
Pemerintah Non Departemen di Daerah.

Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk
menun jang pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB 11
KEDUDUKAN PROTOKOLER

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR
BagianPertama

Acara Resmi
Pasal 2
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah ;
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pe jabar

Doararinbah-



c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat

Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
TataTempat

Pasal3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten,
sebagai berikut:

a.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sebelah kiri
Bupati;

Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal
lainnya;

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempatkan
bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang
setingkatAsisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan
dan Satuan Kerja Daerah lamnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai berikut:

a.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didampingi oleh
Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah
Kanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Wakil-W:akil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk
disebelah kirt Ketua;

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki
tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peninjau dan
Undangan sesuat dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan
Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebelah kiri
Pe jabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati
dan Wakil Bupati;

Wakil-Wakil K etua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk
disebelah kiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki
tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan
Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik
Bupati dan Wakil Bupati,

Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk
disebelah kirt Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peninjau dan
Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;

Mantan Bupati dan Waki! Bupati setelah pelantikan duduk
disebetl~= :iri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerati;;

Bupati dan Wiaki! Bupati yang baru dilantik ducduk disebelah
kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik
Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

a.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah
kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang
ditun juk duduk disebelah kanan Bupati;

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengucap
Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
Setelah Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri
Bupati;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lama dan
Ketua Pengadilan Negeri atau Pe jabat yang ditun juk duduk
ditempat yang telah disediakan;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk
dibelakang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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Daerah hinnya duduk ditempat yang telah disediakan;
Pers/Kru TV, ‘Radio disediakan tempat tersendiri

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Jan) 1 dan Pelantikan
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil
Pemilihan Umum sebagai berikut:

a.

b.

Q)

2

¢

1)

Pimpnan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk
di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupatr;
Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerahduduk
di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negerz;
Setelah Pelantikan, Ketna Dewan Perwakalan Rakyat Daerah
duduk di sebelah kiri Bupati dan ‘Wakil Bupati, Wakil-wakal
Ketna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kun
Ketua Dewan Perwaki hn Rakyat Daerah;
Mantan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Ketua Pengadi lan Nepgeri duduk di tempat yang
telah di sediakan

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa Upacara bendera
atau bukan Upacara bendera.

Untuk Keseragaman, Ketertiban dan kehidmatan jalannya
acara resmi, diselengparakan Tata Upacara sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undan gan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mendapat Penghormatan sesuai dengan Penghonmatan yang
diberikan kepada Pei_abat Pemerintah.

Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.



BAB I

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Peaghasitan
Pasal 1O

(t) Dalama rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dam Fungsi dan

(1)
&

3

@

©)

(1)

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban
APBD Pimpinan dap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

e Tumjangan Komist ;
f Temjangan Badan K ehommatan;
g Temjazmesn Alat Kelengkapan lainnya

Pasal I1
dihercan Uang Representast.
Uangkqm Ketua DPRD setara dengan Gajr pokok
Bupati yavg ditetapkan Pemen ntah
Ung Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (detpan
pulnh perseratus) dar: Uang Representas: Ketua Dewan
Pereredi lam Rakyat Daexah
mmmmwmmm% (tujuhr puluh
lima perserains) dani Uang Representasi Ketva Dewan
Perwakilan Rakyat Daea ah.
Selain Uang Represaasi yang diberikan sebagaimana
hhgd pada ayat (1), juga ddberikan Tunjangan Kebarpa
dan Tonjangan Beras yang besamya sama dengan ketentuan

Pasal 2
Pimpinas dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket
Usng Paket sebhgs imana dunaksod pada ayat (1) schesar

1070 ( = phih perseratus) dan Uang Representas;
bersangkutan. ——
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Pasal I3

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari
masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia

Musyawarah atau Kepanitiaan atau Komisi atau Panitia

Anggaran atau Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan

lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai

berikut:

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD.

Tun jangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk

dalam Badan Kehormatan diberikan Tunjangan sebagai

berikut:

a. Ketua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus)
dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima
perseratus) dari Tun jangan Jabatan Ketua DPRD;

c. Anggota paling tinggi sebesar 40% (empat puluh
perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal I5

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
Pasa] 10, Pajak Penghasilan dibebankan pada Keuangan
Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
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Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar
sebagai mana Pasal 10, Pajak Penghasilan tidak dibebankan

pada Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-
undangan

Bagian Kedua
Tun jangan Kese jahteraan
Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya diberikan
Tun jangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yang
besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai
Negeri Sipil Golongan IV.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat
Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu Suami atau
[stri beserta 2 (dua) orang anak.

Tunjangz: Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pembayaran
Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi
Keschatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan lebih lanjut dari ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip
penghematan, kepatutan dan kewa jaran.

Pasal 17

Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit
Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya.

Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta
Perlengkapannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa
bhaktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta
Perlengkapannya kepada Pemerintah Daerah paling lambat
1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu)
Rumah Dinas beserta Perlengkapannya.
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Belanja pemelibaraan Remah Dinas dn Paloghapamrya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanga Dacrah.
Dalam hal Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
diberhestikan atau berakhir Masa Bhaktinya, wajb
meagembalikan Rumah Dinas beserta Perlengkapannya
dalam keadaan baik kepada Pamncrintah Dacyah paling bwabat
1 (satu) bulan scjak tanggal pemberhentsan

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD/Rumsh Dinas Anggota DPRD
beserta Perlengkapannya tidak dapat disewabehkan atan
digmausahakan ataw dipindahtangankan atan diebah strukter
bangunan dan statas hukumnya

t))

)

)

G)
)

(5

Pasal 20

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
Rumah Jabatan Pimpman atzn Rumah Dimas Anggota DPRD,
kepada yang bersangkutan dibenkan Tinpngan Peronahan
Tunyangan Perumahan sebagammana dimaksud pada ayat (1)
standar harga setempat yang berlaln denpgan memperhatikan
prinsip peoghematan, kepatutan dan kewai, @ .n yang
ditztapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pimpman DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) wmit
Kendaraan Dinas Jabatan
Apabila K caangan Dacrah memungkinkan untuk menunjang
kclancaran togas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah,
dapat disediakan Kendaraan Dinas Operasional pada
Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada APBD.
p-l(:i!a?lsmdmsebagaimmdinmksudayn(l)dm&)
ini oy
P discsuaikan dengan prinsip penghormatan, kepatutan
Dalam bal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa
bhaktinya wajib mengembalikan Kendaraan Dinas dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat |
(satu) bulan sejak tanggal pembethentian.
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Pasal 22

(1) Pimpinan dan Anggata DPRD disediakan Pakaran Dinas.
(2» Pakaian Dinas beserta atributnya sebagaimana dinraksud

pada ayat (1) terdiri dase -

a. Pakaian Sipil Harian 2 (duz) kali dalam setahun

b. Pakaian Sipil Resmi I (satu) kali dalam setahun,

¢ Pakaian Sipil Lengkap 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahun.
(3) Standar satuan hargz dap kmalitas Pakaiam Dinas ditetapkan

dengan Keputusan Bupats, Prinsip penghematan,

kepatutan dan kewajaran.

Pasat 23

Dafam hal Ptmpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada

abli waris dibertkan -

a. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar 2 (dua) kalt Uang
Representasi ataw apabita Meni nggal Duniia dalam
sebesar 6 (enam) kali Uang Representasy;

b. Bantuan Biaya pengurusan fenazal sejak dari rumah duka

Pasal 24

(I} Pimpinan atau DPRD yang meninggal dunta atan
mengakhin masa bhaktinya dibertkan uang jasa pengabdiam.
(2) Besamya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan

Anggota DPRD dengan ketentuan:

a. Masa Bbakti kurang dast [ (satw) Tahun dihitung 1 (satu}
tabun pennh dan. diberikam uang jasa pengabdiam B {satu)
butan Usang Representasi;,

b. Masa Biakti sampau diengam 1 (sate) Tahen dibenkae
Uang Jasa Pengabdian [ {sat) bulan Uang Representasy;

c. Masa Bbakti sampai desgan 2 (dua) Tahum dibesian
Uang Jasx Pengabdian 2 (dia)) bulan Uang Repeesentany:

d Masa Bhakti sampai deagan 3 (tiga) Tabum diheriiam
Uang Jasa Pengabdian 3 (tge) bulan Representasor



€)

4
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e. Masa Bhakti sampai dengan 4 (empat) Tahun diberikan
Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang representasi,

f. Masa Bhakti sampai dengan 5 (lima) Tahun diberikan
Uang Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representasi;

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia,

Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan kepada ahli warisnya.

Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang

bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 25

Belanja Penun jang Kegiatan disediakan untuk mendukung

kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri

dari:

a. Legislasi;

b. Anggaran;

c. Pengawasan.

Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini terdiri dari:

a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan
Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
menetapkan APBD,;

c. melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah
dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan
Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan
Kecrjasama Intemasional;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

¢. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terhadap
rencana perjanjian Internasional yang menyangkut
kepentingan Daerah;

f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala
Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisas;



(4)
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g tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
undang-undang.

Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini disusun berdasarkan Rencana Ker ja Tahunan yang

ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan :

. kunjungan kerja;

b. penyiapan,pengkajian dan penelaahan Peraturan Daeraly,

c. peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme;

d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan
kemasyarakatan;

e. kegiatan kepanitiaan;

f. rapat-rapat fraksi.

Harga Satuan belanja penunjang kegiatan disusun secara

rastonal, wajar, patut dan terukur, dengan mengacu kepada

harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,

a

Rencana Ker ja Tahunan sebagaimana di maksud pada ayat 4
(empat pasal ini, oleh Pimpinan DPRD difiormulasikan
kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja(RASK )YDokumen
Anggaran Satuan Kerja (DASK)

BABYVY
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

Sekretaris DPRD menyusun belanja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang terdiri atas Belanja Penghasilan
Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kese jahteraan
Pimpinan DPRD yang difiormulasikan kedalam Rencana
Kerja Tahunan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD.

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam
ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD.

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat I(satu) tersebut dalam
ketentuan Pasal 15, Pasal 16,Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 serta Belanja
Penunjang kegiatan DPRD dianggarkan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 24 dalam pos Sekretariat DPRD yang
diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Per jalanan Dinas;

Belanja Pemeliharaan;

. Belanja Modal.

(4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris
DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

P ERE

Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas be ban
Belanja DPRD untuk tu juan lain diluar ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 28

(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang. tidak
terpisahkan dari APBD.

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban
Belanja DPRD sebagaimana dimat..d pada ayat (1)
disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten
Sukabumi serta Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Sukabumi
Nomor 20 Tahun 1992 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat Il Sukabumi
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepan jang tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.
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Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Sukabumi;

Ditetapkan di  : Palabuhanratu
Pada tanggal : 17 Pebruari 2005

Diundangkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH. M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2005
NOMOR 2SERI A



